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LURAH PACAREJO
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PACAREJO 

NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan 
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 
Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan 
Pacarejo Nomor 3 Tahun 2022;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sebagaimana 
dimaksud huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 
Anggaran 2023 yang harus di tetapkan dengan Peraturan 
Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan 
Pacarejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 
Tahun Anggaran 2023

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 

Berlakunya Undang-UndangTahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor5 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2019 Nomor 6);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 

Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan 

Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dal am Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa 

(Berita Daerah Kabupaten GunungkidulTahun 2018 Nomor 24);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor

51);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 

80);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2020 Nomor 37);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);

21. Peraturan Desa Pacarejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan 

Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 

Desa (Lembaran Desa Pacarejo Tahun 2019 Nomor 6);

22. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027

23. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 3 Tahun 2022 Rencana Kerja 

Pemerintah Kalurahan Tahun 2023

24. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 4 Tahun 2022 Pungutan 

Kalurahan



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PACAREJO TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 terdiri 

dari:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Desa 78.000.000

b. Pendapatan Transfer 4.545.754.600

c. Pendapatan Lain - Lain 4.000.000

Jumlah Pendapatan 4.627.754.600

2. Belanja Kalurahan

Bidang Penyeelenggaraan Pemerintahan
Kalurahan

1.630.306.070

Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Kalurahan 1.981.214.600

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 50.968.000

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 725.305.000

Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan 
Mendesak 290.000.000

Jumlah Belanja 4.677.793.670

Surplus / (Defisit) -50.039.070

Penerimaan Pembiayaan 105.039.070

Pengeluaran Pembiayaan 55.000.000

Silpa Tahun Berjalan 0



Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai APBKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kalurahan

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kalurahan sebagai landasan oprasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kalurahan

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan 

bencana, Keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) menggunakan 

anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang 

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan .

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan 

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan /atau 

permasalahan Sosial; dan

e. Berskala lokal Kalurahan .



Pasal 6
Dalam hal terjadi:

a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam Pendapatan Kalurahan pada 
tahun bcrjalan;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek 
belanja ; dan

c. Kegitan yang belum dilaksankan tahun sebelumnya dan menyebabkan 

Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan memberitahukannya Kepada Badan 

Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan ini 

dalam Lembaran Kalurahan Pacarejo
Ditetapkan di : Pacarejo
pada tanggal ; 31 Desember 2022

Diundangkan di
pada tanggal 31 Desember 2022
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LEMBARAN KALURAHAN PACAREJO TAHUN 2022 NOMOR 6


